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Oleh: Via Syihabul Millah 
Abstrak 
 Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku 
pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun 
tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang di pilih oleh 
Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berke,bang biak dan 
melestarikan hidupnya. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera 
dan bahagia maka di perlukan perkawinan yang sah sesuai dengan 
norma Agama dan tata aturan yang berlaku. Perkawinan merupakan 
salah satu perintah Agama kepada seorang laki-laki dan perempuan 
yang mampu. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat 
penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Dalam sebuah 
pernikahan usia adalah suatu faktor yang sangat penting. Karena usia 
seseorang akan menjadi tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa 
dalam bersikap dan berbuat atau belum. Usia juga yang akan 
mempertaruhkan sebuah rumah tangga kejalan yang sejahtera atau 
bahkan sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang masih 
sangat muda ketika di perkenankan menikah maka akan banyak 
sekali dampak yang akan terjadi. Seperti dapat menimbulkan depresi 
berat, perceraian terjadi karena pemikiran yang belum matang, 
pendidikan menjadi terhambat, ekonomi yang rendah terkadang dapat 
menelantarkan seorang anak,muncul pekerja di bawah umur dan 
dapat menyebabkan penyakit HIV. Dan realita ini terjadi di 
beberapa desa di kecamatan cikande yang di mana masih terdapatnya 
sebagian masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, 
yang padahal pernikahan di bawah umur sangat bertentangan dengan 
UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Untuk itu masalah yang 
diajukan adalah bagaimana peran KUA dalam meminimalisir 




bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah 
umur di kecamatan cikande. Jenis penelitan yang digunakan adalah 
penelitian lapangan (feld research) dengan metode kualitatif. Penelitan 
ini bersifat deskriptif yatu menganalisis data-data yang berkaitan 
dengan objek pembahasan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa  peran KUA dalam 
meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu: KUA merupakan 
kontrol kemasyarakatan bagi  warga masyarakat kecamatan cikande. 
Dengan begitu secara kelembagaan kepala KUA dan para staf nya 
mempasilitasi warga masyarakat. Karena melihat masih terdapatnya 
warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur 
oleh sebab-sebab tertentu. Seperti, ekonomi yang kurang memadai, 
sebab dari orang tuanya, Agama, pergaulan bebas, kurangnya 
pendidikan orang tua dll. Adapun upaya KUA dalam meminimalisir 
pernikahan di bawah umur di kecamatan cikande yaitu: Sosialisasi 
dengan melakukan konsultasi juga penyuluhan di kalangan warga 
masyarakat, yang di laksanakan sebulan sekali pada hari jum’at 
pukul 01.00 hingga selesai yang bertempat di aula kecamatan cikande. 
Kemudian bekerjasama dengan Tim Puskesmas kecamatan cikande 
karena keterkaitannya dengan tingkat kesehatan. Dan KUA mengait 
take ouner bekerjasama dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana) dengan tujuan memperlambat tingkat kelahiran dan 
mengurangi laju pertumbuhan penduduk. 




  Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan 
berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, 
maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara 
yang di pilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk 




 Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan 
bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan 
perkawinan yang sah sesuai norma agama dan tata aturan 
yang berlaku. 
 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama 
kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam 
hal ini yang disapa adalah generasi muda (Al-Syabab) untuk 
segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat 
mengurangi maksiat penglihatan, dan memelihara diri dari 
perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang 
berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk 
memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan untuk 
berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi 
diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. 
Riwayat dari Abdullah Ibn Mas’ud, Rasulullah SAW 
Bersabda:  
َباِب، َمنِ  اْسَتطَاعَ  ِمْنك م   اْلَباَءةَ  فَ ْليَ تَ َزوَّجْ ، فَِإنَّه   أََغض    يَا َمْعَشرَ  الشَّ
لِْلَبَصرِ  َوَأْحَصن   لِْلَفرِْج، َوَمنْ  َلمْ  َيْسَتِطعْ  فَ َعَلْيهِ  بِالصَّْوِم، فَِإنَّه   لَه   
 وَِجاء  )متفق عليه(
 “ Wahai  kaum  muda,  barangsiapa  di  antara  kalian    
mampu menyiapkan bekal,  nikahlah,  karena  Sesungguhnya  nikah  
dapat    menjaga  penglihatan  dan  memelihara  farji.  barangsiapa  
tidak  mampu  maka   hendaknya ia  berpuasa,  karena  puasa  
dapat menjadi  benteng.1 
 
Menurut hukum  Islam di indonesia perkawinan adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon 





 Dalam sebuah pernikahan usia adalah suatu faktor 
yang sangat penting. Karena usia seseorang akan menjadi 
tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan 
berbuat atau belum. Usia juga yang akan mempertaruhkan 
sebuah rumah tangga kejalan yang sejahtera atau bahkan 
sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang masih 
sangat muda ketika di perkenankan untuk menikah maka 
akan benyak sekali dampak yang akan terjadi, salah satunya 
akan berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah 
tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang 
perkawinan. 
 Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 sepert 
termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan 
sebagai berikut:  
“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, 
rumah tangga yang bahagai dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan yang Maha Esa”.     
 Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 
Islam setiap perkawinan harus di catatkan. Pencatatan 
perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 32 tahun 1954. Dalam pasal 1 Undang-
undang No 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa: 
 “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi 
oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh mentri 
agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. 
 Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan 
ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di 
daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya 
pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di 




kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan 
masyarakat juga karena peran dan fungsi yang melekat pada 
diri KUA itu sendiri. 
 Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis 
itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat 
berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima 
terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan pemerintah 
sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan 
perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada 
selama ini, seperti dalam meminimalisir pernikahan di bawah 
umur yang sampai saat ini masih saja terjadi terlebih di 
sebagian desa di kecamatan cikande yang di sebabkan oleh 
ekonomi yang kurang memadai, agama, orang tua, kurangnya 
pendidikan dan pergaulan bebas. 
 Dalam tugasnya KUA memang tidak berkaitan 
dengan pernikahan di bawah umur dan adanya dispensasi 
untuk melakukan pernikahan, akan tetap meski begitu tetap 
saja KUA sangatlah berperan penting untuk masyarakat 
dalam hal ini. 
 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah 
kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur 
pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan 
lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan 
demikan program keluarga berencana nasional dapat berjalan 
seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini. Sehubungan 
dengan hal tersebut, perkawinan di bawah umur dilarang 
keras dan harus di cegah pelaksanaannya serta dapat 
diminimalisir. Pencegahan ini semata-mata di dasarkan agar 
kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari 
perkawinan yang mereka langsungkan dari perkawinan yang 




 Dapat di ketahui bahwa kecamatan cikande kabupaten 
serang terdiri atas 13 desa diantaranya: 
1. Bakung  
2. Cikande  
3. Cikande permai  
4. Gembor udik  
5. Jalung  
6. Kamurang 
7. Koper  
8. Leuw limus  
9. Nambo udik  
10. Parigi  
11. Situterate  
12. Songgom jaya  
13. Sukatani.  
 
PEMBAHASAN 
A. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif 
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur 
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 
Pernikahan dini (di bawah umur) menurut 
perspektif hukum Islam merupakan pernikahan yang 
dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau 
keduanya berusia masih muda dalam pandangan 
kekinian.2 
Nikah menurut  bahasa: al-jam’u dan al-
dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) 
bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya 
akad nikah. Juga bisa di artikan (wath’u al-zaujah) 
bermakna menyetubuhi istri. Adapun menurut 




dan perempuan dengan tujuan untuk saling 
memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang 
sakinah serta masyarakat yang sejahtera.3 
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka 
Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah 
merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini 
tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan 
pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang 
akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan. 
Pernikahan merupakan ladang untuk 
menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, 
kesenangan hidup, ketentraman hati, dan penjaga 
anggota tubuh. Sebagaimana dia juga menjadi sebuah 
kenikmatan, relaksasi dan sunnah rasulullah. 
Pernikahan juga sebagai tirai, perisai dari 
kemaksiatan, dan fasilitator untuk memperoleh 
keturunan saleh yang memberikan manfaat kepada 
manusia di saat hidup dan setelah kematiannya.4 
Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan 
pada posisi yang tinggi, mulia, dan sakral. Oleh 
karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan 
dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. 
Sebab dalam pandangan islam pernikahan bukan 
sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan 
badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan 
memiliki arti yang luas dan mulia. Dalam Islam 




 اِلَْيهاَ  لَِتْسك ن  ْوا اَْزَوجا   اَنْ ف ِسك مْ  ِمنْ  َلك مْ  َخَلقَ  اَنْ  َوِمْنءَايَِتهِ 
َنك مْ  َوَجَعلَ   ِلَقْوم   ََلََيت   َذِلكَ  ِفيْ  ِانَّ  َوَرْحَمة   َمَودَّة   بَ ي ْ
 يَ تَ َفكَّر ْونَ 
Dan diantara tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang berfikir (QS Al-Rum {30} : 21).5 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
miitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.6 
Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka 
waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat di 
kandung badan. Baik suami maupun istri harus 
berusaha memelihara rumah tangga yang tenang 
dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai teman 
yang asri, tempat tumbuh generasi yang berbudi, 
penerus dari orang tuanya karena hubungan suami 
istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi 
nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu 
sendiri.7 
Perkawinan merupakan suatu hal yang 
penting dalam realita kehidupan umat manusia. 
Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat 
ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama 
dan tata kehidupan masyarakat.8 
Secara terminologis, menurut imam Syafi’i, 
nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi 




Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah 
akad yang memberi faedah hukum kebolehan 
mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara 
pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong 
serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan 
pemenuhan kewajiban masing-masing.9 
Perkawinan di bawah umur menurut 
perspektf hukum postif adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri yang mudah putus dan berujung pada 
perceraian. Perkawinan ini, biasanya tidak dapat 
mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang harmonis, bahagia 
dan kekal. Oleh karena itu, tujuan perkawinan, 
menurut undang-undang perkawinan adalah 
mempersukar perceraian baik melalui talak yang 
dilakukan oleh suami maupun melalui upaya-upaya 
yang dapat di lakukan oleh istri.10 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “ 
Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun”.11 
Ketentuan batas usia kawin ini seperti di 
sebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di 
dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan 
dengan perinsip yang diletakkan Undang-undang 
perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah 
masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat 
di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 




antara calon suami istri yang masih di bawah 
umur.12 
Sejak di undangkan hukum negara yang 
mengatur mengenai masalah perkawinan adalah 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan pada BAB 1 Dasar perkawinan pasal 1 
di nyatakan bahwa : “ perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.13 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan 
dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan 
perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian 
yang suci atas nama Allah. Untuk menegakkan cita-
cita kehidupan keluarga, perkawinan tidak cukup 
hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi 
perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu 
negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut 
hukum Allah dan Hukum Negara telah memenuhi 
rukun dan syarat-syaratnya.14 
Perkawinan merupakan suatu hal yang 
penting dalam realita kehidupan umat manusia. 
Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di 
tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama 
dan tata kehidupan masyarakat.15 
 
2. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Persfektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif 
Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum 
yang mengatur hubungan antara manusia dengan 
sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 
biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang 




Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di 
dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, 
bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.17 Sesuai dengan 
Pernyataan Allah dala Al-Qur.an, Firman Allah 
SWT: 
َتذَكَّر ْونَ  لََعلَّك مْ  َزْوَجْينِ  َخَلْقناَ  َشْيء   ك ل ِ  َوِمنْ   
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. 
(QS. Al-Dzarriyat {15} 49).18 
 
Dan di pertegas juga oleh Hadist Nabi: 
 ِمنِ ي فَ َلْيسَ  س نَِّتي َعنْ  َرِغبَ  َفَمنْ  س نَِّتي اَلنِ َكاح  
“Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci 
sunnahku, dia bukanlah umatku”. 
 
Di dalam hukum islam tidak terdapat kaidah-
kaidah yang sifatnya menentukan batas usia 
perkawinan, jadi berdasarkan kepada hukum islam 
pada dasarnya semua tingkat umur dapat melakukan 
ikatan perkawinan. 
Pada dasarnya, islam membolehkan menikahi 
perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 
15 tahun. Dengan kebolehan ini, maka persiapan 
untuk itu pun harus dilakukan sejak dini. Sebab, 
ketika seorang perempuan menikah pada usia 
berapapun ia harus mengetahui hukum syariat yang 
terkait dengan pernikahan, hak dan kewajiban suami 
istri, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Jika ia 
sudah baligh maka ia terbebani hukum yang 
memiliki konsekuensi atas pahala dan dosa dari 
perbuatannya.19 
Islam memang tidak memberikan batasan 
minimal umur perkawinan, akan tetapi bukan secara 




umur, akan tetapi islam mempunyai batasan kapan 
suatu perkawinan dapat tejadi, dengan begitu hukum 
perkawinan menjadi elastis. 
Para ulama membagi hukum menikah 




Nikah hukumnya menjadi wajib bagi 
orang yang memiliki syahwat yang tinggi, 
sedangkan dia sudah mampu baik kemampuan 
maupun kemampuan ekonomi. Siap tidak siap, 
mau tidak mau, dia harus segera menikah. 
Karena dengan gejolak syahwatnya yang besar, di 
khawatirkan akan membuat dirinya terjerumus 
kedalam perbuatan zina. Dengan menikah, ia bisa 
menyalurkan syahwatnya dengan cara yang baik 
dan halal. 
b. Sunnah 
Di sunnahkan menikah bagi orang yang 
sudah berkecukupan materi, tapi dia yakin masih 
bisa mengontrol diri dari nafsu dan syahwatnya, 
sehingga tidak takut akan terjerumus kedalam 
perbuatan maksiat. 
c. Makruh 
Nikah hukumnya makruh bagi orang yang 
tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk 
menikah. Di katakan makruh karena dia tidak 
memiliki keinginan (dorongan nafsu) yang kuat 
sehingga tidak mungkin memberikan nafkah 
batin kepada istrinya, kecuali sedikit sekali. 
Begitu juga seseorang yang mempunyai 
keinginan untuk menikah tapi tidak punya harta 






Menikah juga bisa haram bagi seseorang, 
bila seseorang berniat menikah hanya untuk 
menikmati dan bersenang-senang dengan 
istrinya, maka haram hukumnya.20 Atau orang 
yang belum mampu membiayai rumah tangga 
atau di perkirakan tidak dapat memenuhi nafkah 
lahir dan batin (impoten) haram baginya 
menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita 
yang akan dinikahinya. Demikian juga 
diharamkan menikah, apabila ada tersirat menipu 
wanita itu atau menyakitinya.21 
Jadi, bagi seseorang yang telah mencapai 
masa aqil baligh yang usianya belum mencapai 30 
tahun di perbolehkan untuk menikah dalam 
catatan telah mampu. Menikah muda menurut 
islam sendiri tidak melarang adanya pernikahan 
asalkan sudah baligh. 
Pernikahan di bawah umur menurut 
persfektif hukum positif sangatlah tidak di 
perbolehkan bahkan harus di cegah karena 
sangat bertentangan dengan Undang-undang 
perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) 
yang berbunyi: “perkawinan hanya di izinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun.22 
Undang-undang No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan mempunyai hubungan erat 
dengan masalah kependudukan. Dengan adanya 
pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita 
maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran 
dapat ditekan seminimal mungkin, dengan 
demikian program keluarga berencana nasional 




undang-undang ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perkawinan di bawah umur di larang 
keras dan harus di cegah pelaksanaannya. 
Pencegahan ini semata-mata di dasarkan 
agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan 
luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan 
itu dari perkawinan yang telah mencapai batas 
umur maupun rohani. 
Penyimpangan dari batas minimal umur 
perkawinan ini harus mendapat dispensasi 
pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru 
perkawinan dapat dilaksanakan. 
Tujuan perkawinan adalah untuk 
mewujudkan suasana rukun dan damai dalam 
rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan 
hidayah dari tuhan yang maha kuasa. Agar hal ini 
dapat terlaksana, maka kematangan calon 
mempelai sangat diharapkan, kematangan yang di 
maksud disini adalah kematangan umur 
perkawinan, kematangan dalam berfikir dan 
bertindak sehingga tujuan perkawinan dapat 
terlaksana dengan baik.23 
Ketentuan batas usia pernikahan di 
sebutkan juga dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) 
didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga perkawinan.24 Ini 
sejalan dengan prisip yang di letakkan Undang-
undang perkawinan, bahwa calon suami istri 
harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan 
perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa 
berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Sehubungan 
dengan itu, maka undang-undang ini 
menentukan batas usia untuk menikah baik bagi 




Dan sudah tertera jelas juga dalam UU RI 
No. 3 Tahun 2002 pasal 6 bahwa orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-
anak.26 
Jadi hukum menikah di bawah umur jika 
tidak ada sesuatu yang mendesak maka dilarang 
keras oleh negara untuk melaksanakannya. 
 
3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur 
1. Dampak Terhadap Hukum 
Adanya pelanggaran terhadap Undang-
undang di Negara kita, yaitu: 
a. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
pasal 7 (1) UU No 1 tahun 1974 : 
perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 tahun.27 
Pasal 6 (2) UU No. 1 Tahun 1974 : 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang 
yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapat izin kedua orang tua.28 
b. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak 
Pasal 6 (1) orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk: 
1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan 
melindungi anak. 
2) Menumbuh kembangkan anak sesuai 
dengan kemampuan, bakat dan niatnya 
dan 
3) Mencegah terjadinya perkawinan pada 
usia anak-anak.29 




Organ reproduksi wanita diatas umur 18 
tahun dirasa sudah makin matang, yang 
ditakutkan ketika menikah terlalu dini adalah 
mulut rahim belum terlalu siap untuk menerima 
hubungan seksual dan reproduksi. Hal ini juga 
bisa menimbulkan trauma psikis bagi wanita 
tersebut. Jika terlalu dini, jaringan-jaringan di 
sekitar daerah kewanitaan itu belum siap secara 
utuh untuk menerima rangsangan seksual. 
Secara biologis, wanita dirasa siap untuk 
menerima hubungan seksual itu pada usia 18 
tahun ke atas.30 
3. Dampak Psokologis 
Secara psikologis, perkawinan usia anak 
bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya 
diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan 
matang. 
Kepribadian seorang anak yang menikah 
di bawah umur cenderung tertutup, mudah 
marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. 
Hal ini karena si anak belum siap untuk menjadi 
istri, pasangan seksual, dan menjadi ibu atau 
orang tua. Selain itu, perkawinan di bawah umur 
juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti 
tidak berani mengambil keputusan, kesulitan 
memecahkan masalah, terganggunya memori 
dan menyebabkan stres pada jiwanya.31 
4. Dampak Sosial 
Fenomena sosial ini berkaitan dengan 
faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki 
yang bias gender, yang menempatkan 
perempuan pada posisi yang rendah dan hanya 
di anggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi 
ini sangat sangat bertentangan dengan ajaran 




sangat menghormati perempuan. Kondisi ini 
hanya akan melestarikan budaya patriarki yang 




5. Adanya perilaku seksual menyimpang 
Adanya perilaku seksual yang 
menyimpang yaitu perilaku yang gemar 
berhubungan seks dengan anak-anak yang di 
kenal dengan istilah pedokilia. Perbuatan ini jelas 
merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks 
anak), namun di kemas dengan perkawinan se 
akan-akan menjadi legal.33 
 
B. Analisis Peran dan Upaya KUA dalam 
Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur di 
Kecamatan Cikande 
1. Pola Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur 
di Kecamatan Cikande 
Di dalam hal pernikahan di bawah umur yang 
masih saja terjadi di Negara indonesia. Khususnya di 
beberapa desa di Kec. Cikande, di mana tempat 
penulis mengadakan penelitian. Dari data yang di 
dapat bahwa di Kec. Cikande ini dalam 
melaksanakan pernikahan bagi yang masih di bawah 
umur pola pelaksanaan nya ada dua : 
a. Pencatatan Melalui Dispensasi Nikah 
Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 
2018 masyarakat yang melakukan nikah di bawah 
umur yang tercatat secara administrasi di KUA 
melalui permohonan dispensasi nikah hanya 
terdapat 1 (satu) pasangan saja dari sekian 
banyaknya pernikahan di bawah umur, yaitu 




laki berumur 18) tahun dan seorang wanita yang 
bernama Siti Ayu (wanita berumur 15) tahun 
yang bertempat tinggal di desa cikande.34 
Dispensasi merupakan izin pembebasan 
dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi 
Dispensasi merupakan pemberian kelonggaran 
kepada calon mempelai yang akan melaksanakan 
perkawinan, namun calon pengantin tersebut 
belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 
ayat (1) “ perkawinan hanya di izinkan bila pihak 
pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) 
tahun”. 35Pasal 7 ayat (2) “dalam hal 
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau 
pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua 
pihak pria maupun wanita”. Pada pasal 47 ayat 
(1) “ anak yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut dari kekuasaan mereka”.36 
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi 
“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 
perkawinan hanya boleh dilakukan calon 
mempelai yang telah mencapai umur yang telah 
di tetapkan. 37Dalam pasal 7 Undang-undang No 
1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun 
dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 




Terkait batas usia perkawinan anak. 
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan 
perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki 
dan perempuan menimbulkan dikriminasi. 
Ketentuan tentang batas usia perkawinan 
sebelumnya digugat sekelompok warga negara 
yang merasa di rugikan dengan perbedaan batas 
usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 
1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia 
perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara 
perempuan adalah 16 tahun. MK menilai beleid 
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan 
UU perlindungan anak menyebutkan bahwa 
anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 
18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia 
di bawah 18 tahun masih termasuk kategori 
anak-anak. Dengan demikian batas usia yang 
diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori 
sebagai anak. Perkawinan anak sangat 
mengancam dan berdampak negatif terutama 
pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang 
terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan 
juga lebih tinggi pada anak. Aturan itu juga 
menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-
laki dan perempuan. Palguna mengatakan batas 
usia minimal 19 tahun yang di terapkan bagi laki-
laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih 
panjang sebagai anak ketimbang perempuan. 
Perkawinan anak juga akan berdampak buruk 
pada pendidikan anak, mengacu pada ketentuan 
pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap 
warga negara berhak mendapatkan pendidikan 
dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah 
pada usia 16 tahun, menurut hakim, mereka akan 




Dan pada ayat (2) “bagi calon mempelai 
yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus 
mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 
ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 
pasal 98 ayat (1) KHI “batas usia anak yang 
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
(dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut 
tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan”. Terkait 
dengan aturan dalam perkawinan, di samping 
mengharuskan kewajiban mendaftar pernikahan, 
indonesia juga campur tangan dalam atau 
mengatur soal umur berapa seorang anak laki-laki 
atau perempuan bisa menikah. Bagi anak laki-laki 
dan perempuan yang berusaha nikah sebelum 
umur puber harus mendapatkan izin dari 
pengadilan. KUA mengaku sering sekali di 
datangi oleh pasangan yang ingin menikah, 
padahal usia dari salah satu pasangan belum 
mencukupi. KUA dengan tegas menolak 
permohonan pernikahan dan mengarahkan 
pasangan untuk datang ke pengadilan meminta 
dispensasi jika mereka tetap ingin menikah pada 
usia yang belum memadai. Banyak pasangan yang 
jarang sekali  mengikuti arahan pihak KUA.  
Kebanyakan dari mereka melaksanakan 
pernikahannya dengan kondisi usia yang belum 
cukup dengan hanya menghadirkan sesepuh atau 
tokoh ulama, dan akhirnya tidak mencatatkan 
pernikahan mereka.  
Aturan tersebut tentunya secara luas di 
pahami oleh para hakim pengadilan, dan para 
hakim menyetujui aturan itu. Namun, karena 
sejumlah alasan mereka kadang-kadang 




mereka yang di bawah usia minimum untuk 
kawin melalui aturan dispensasi. Banyak sekali 
pasangan yang melakukan pernikahan di bawah 
umur dan mereka mendatangi pengadilan untuk 
memohon dispensasi. Dengan alasan 
kemaslahatan, para hakim sering mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah tersebut.39 
b. Nikah Sirri (Pernikahan secara diam-diam) 
Nikah sirri memang di anggap sah 
menurut agama islam selama Rukun Nya 
terpenuhi. Rukun pernikahan dalam islam antara 
lain : ada pengantin laki-laki, pengantin 
perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar 
serta ijab dan qobul. 
Dari data yang di dapat bahwasan Nya 
sebagian masyarakat di Kec. Cikande  masih ada 
yang melakukan pernikahan di bawah umur dari 
tahun ketahunnya dengan Nikah Sirri (nikah 
secara diam-diam). Pada tahun 2016 yang 
menikah di bawah umur berjumlah 27 orang, 
pada tahun 2017 berjumlah 45 orang dan pada 
tahun 2018 berjumlah 47 orang yang menikah di 
bawah umur. Ada sebagian masyarakat masih 
berpegang teguh kepada Persfektif fikih 
tradisional. Menurut pemahaman sebagian 
masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila 
ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab 
fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan 
di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat 
nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah 
dan menurut mereka yang demikian itu sangat 
merepotkan.40 
Sebagai akibat dari pemikiran masyarakat 
yang demikian, mengakibatkan sebagian 




(pernikahan secara diam-diam) dengan 
menghadirkan kyai atau sesepuh setempat tanpa 
melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai 
petugas resmi mengenai perkawinan.  
 
 
2. Perkembangan Pernikahan di Bawah Umur di 
Kecamatan Cikande 
Dari data yang penulis dapat mengenai 
pernikahan di bawah umur yang masih saja terjadi di 
kalangan masyarakat terlebih di desa cikande, desa 
cikande permai, desa parigi, desa songgom jaya, dan 
desa situterate di kecamatan cikande. 41Langkah 
pertama dalam meneliti perkembangan pernikahan 
dibawah umur adalah dengan mencari data tingkat 
perkembangan pernikahan di bawah umur sejak 
tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sehingga 
penulis memperoleh data dari kantor urusan agama 
(KUA), masyarakat kecamatan cikande, tokoh 
masyarakat kecamatan cikande, serta beberapa ketua 
RT/RW Kecamatan cikande dengan data sebagai 
berikut : pada tahun 2016 terjadi 27 anak yang 
melakukan pernikahan di bawah umur dengan 
sebab-sebab tertentu. Mulai dari perekonomian yang 
kurang memadai, ketidak harmonisan sistem 
keluarga, pergaulan bebas dan sebab orang tua 
tersendiri. Pada tahun 2016 ini banyak di kalangan 
masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah 
umur karena sebab dari orang tuanya, seperti 
menjodohkan anak-anaknya. Selain karena orang tua 
ingin mempererat tali silaturahmi keluarga juga agar 
anak terhindar dari segala hal yang dapat 
menjerumuskan anak kedalam kemaksiatan, karena 
mengingat semakin meningkatnya pergaulan 




terkadang kelewat batas, dengan begitu para orang 
tua menikahkan anak-anaknya agar lebih terjaga dari 
hal-hal yang buruk.42 
Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 45 anak 
yang melakukan pernikahan di bawah umur juga 
dengan sebab-sebab tertentu, tidak jauh berbeda dari 
tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Karena sebab 
ekonomi, ketidak harmonisan sistem keluarga, 
pergaulan bebas juga sebab orang tua tersendiri. 
Akan tetapi kebanyakan masyarakat yang melakukan 
pernikahan di bawah umur pada tahun 2016 lebih 
dominannya sebab di jodohkan oleh kedua orang 
tuanya karena ingin mencegah segala hal yang akan 
menimbulkan dampak buruk terhadap anak43. 
Sedangkan pada tahun 2017 pernikahan di bawah 
umur lebih dominannya terjadi karena kecelakaan 
(hamil di luar nikah) sebab pada tahun 2017 ini 
banyak sekali masyarakat yang mengikuti pergaulan 
bebas tanpa batas dan juga maraknya gaya pacaran 
yang terlewat batas seperti gaya pacaran yang 
mengikuti trend-trend kebarat-baratan, yang bermula 
dari mudahnya para masyarakat dalam mengakses 
berbagai video ataupun gambar yang tidak senonoh 
juga tak layak untuk dilihat yang mengakibatkan 
masyarakat tergiur untuk mempraktikannya. Dengan 
begitu perkembangan pernikahan di bawah umur 
pada tahun 2017 ini semakin meningkat.44 
Menyambung dari tahun 2017 hingga ke 
tahun 2018 pernikahan di bawah umur tidak 
mengalami perubahan. Dari tahun-ketahun nya 
semakin meningkat hingga pada akhirnya pada tahun 
2018 pernikahan di bawah umur berjumlah 47 anak 
yang menikah di bawah umur. Ironisnya pada tahun 
2018 ini yang segalanya mengalami peningkatan ke 




kalangan anak muda yang sulit sekali di bina, ada 
satu kejadian yang sangat memilukan di desa cikande 
yaitu, terjadinya pernikahan di bawah umur karena 
ulah dari pergaulan bebas yang mengakibatkan siswi 
SMP berusia 15 tahun menjadi korban seksual yang 
dilakukan oleh 7 orang pemuda teman 
sepergaulannya secara bergantian.45 
Jadi dari data yang di dapat dari 5 desa di 
kecamatan cikande yang masih sering melakukan 
pernikahan di bawah umur yang dari tahun-
ketahunnya bukan mengurang malah meningkat  dan 
pernikahan di bawah umur di kecamatan cikande ini 
lebih dominannya terjadi karena adanya pergaulan 
bebas yang kelewat batas juga gaya pacaran yang 
berkiblat kebarat-baratan.46 
Adapun masyarakat Kecamatan Cikande yang 
melakukan pernikahan di bawah umur terdapat di 5 
desa. Yaitu, Desa Cikande, cikande permai, parigi, 
songgom jaya, dan situterate. 
Berikut ini tabel jumlah pernikahan di bawah 
umur di 5 (lima) Desa Kecamatan Cikande : 
Tahun 2016: 












1 13 Tahun 2 1 - 1 - 
2 14 Tahun 4 3 1 - 2 
3 15 Tahun  3 2 3 5 - 
4 16 Tahun - - - - - 
5 17 Tahun - - - - - 
6 18 Tahun 1 - - - -47 
 Jumlah : 27 




















2 - - 1 - 
2 14 
Tahun 
7 5 4 5 2 
3 15 
Tahun 
4 3 2 6 448 
 Jumlah : 45 
 Sumber data hasil wawancara: 
 














1 13 Tahun 2 1 1 2 3 
2 14 Tahun 6 4 1 5 2 
3 15 Tahun 4 4 5 2 549 
Jumlah : 47 
Sumber data hasil wawancara: 
 
  anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah 
maupun tidak melanjutkan sekolah sama sekali. Dan ini 
terjadi pada tahun 2016 dibeberapa desa yang notabene 
mata pencahariannya masih rendah. 
Dengan sebab adanya pernikahan di usia muda 
sedikit banyak akan membantu masyarakat dalam 
keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam 
masalah ekonomi keluarga yang terus membebani orang 
tua, sehingga orang tua mendorong anak-anaknya untuk 
menikah walaupun di usia yang masih cukup muda, agar 
bisa segera mandiri dan bisa mencari penghimpun yang 
lebih baik bersama pasangan hidupnya.50 
Jika di lihat dari segi perekonomian masyarakat 
Desa Songgom jaya, termasuk masyarakat yang 
berpenghasilan rendah, karena sebagian masyarakat yang 
ada di desa songgom jaya hanya mengandalkan pada 




ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya 
tergolong menengah ke bawah, sehingga menikah di usia 
muda seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling 
tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka 
hadapi. Terutama bagi kaum perempuan, di tengah-
tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para 
orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri 
mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan 
pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban 
mereka akan berkurang. Namun agak sedikit berbeda 
bagi anak laki-laki, sebab seperti yang telah kita ketahui 
bersama, bahwa peran seorang laki-laki dalam kahidupan 
berumah tangga sangatlah besar, sehingga bagi laki-laki 
minimal harus mempunyai keterampilan terlebih dahulu 
sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga 
yang harmonis nantinya. 
 
a. Faktor Agama 
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka dari itu 
islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah 
merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri kemanusiaan 
tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, 
maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak 
menjerumuskan ke dalam lembah perzinahan. 
Agama merupakan elemen terpenting dalam 
terjadinya suatu ikatan pernikahan di kecamatan cikande, 
karena apabila melihat data yang telah di kumpulkan oleh 
penulis, mayoritas masyarakat orang yang beragama 
islam. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah 
berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai satu-
satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia 
yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga 
yang islami. Penghargaan islam terhadap ikatan 
pernikahan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan 




agama. Dalam artian bahwa islam tidak membenarkan 
hidup membujang, karena orang yang membujang atau 
enggan untuk menikah baik itu laki-laki maupun 
perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong 
orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu 
adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan 
hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun 
spiritual.  
Jadi dengan jelas islam sangat menganjurkan 
pemeluknya untuk segera menikah, karena dengan cara 
menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan 
mengikuti Sunnah Nabi, dengan cara menikah pula akan 
menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan dari 
perzinahan. 
Pernikahan di usia muda harus segera dilakukan 
karena kalau melihat perkembangan media elektronik 
saat ini di tahun 2017-2018 semakin maju, ditambah 
dengan masuknya media elektronik ke pelosok desa, 
seperti VCD dan internet yang memudahkan para 
pemuda untuk menonton berbagai macam film atau 
video yang berbau porno. Sehingga tidak ada alasan lain 
bagi pemuda untuk segera menikah agar terhidar dari 
perbuatan maksiat.51 
 
b. Faktor Orang Tua 
  Orang tua merupakan panutan setiap orang 
termasuk bagi masyarakat, orang tua mempunyai posisi 
yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain dan 
juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan di 
patuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau banyak 
masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia 
muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi 
terhadap perintah orang tua, namun di samping itu ada 
kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk 




  Dan juga karena semakin maraknya seks bebas 
di kalangan remaja dan muda, maupun meningkatnya 
angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat 
pergaulan bebas sudah berada pada tahap 
mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. 
Salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah 
menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi 
mereka yang telah mantap dengan pasangannya, 
dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah 
ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh 
pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk 
menghindari dampak buruk dari hubungan pemuda 
dengan lawan jenisnya, namun ada juga penyebab 
terjadinya pernikahan di usia muda karena terpaksa. Hal 
itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham 
pentingnya pendidikan terhadap anak juga kurang 
perhatiannya terhadap anak. Para orang tua memaksa 
anak mereka untuk segera menikah, hal itu biasanya 
terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus.  
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c. Faktor Pendidikan 
Seperti yang di ketahui bahwa ada di sebagian 
Desa di Kecamatan Cikande, terlebih di Desa yang mana 
di tempat tersebut masih sangat kurang sekali mengenai 
pendidikan, desa yang masih terbilang kurang mengenai 
pendidikannya yaitu Desa Songgom jaya dan Desa parigi 
di tahun 2016 . Bahwa prosentase terbanyak lulusan 
Sekolah Dasar, ini di karenakan dalam kehidupan mereka 
yang masih dalam kategori pra sejahtera, sehingga bagi 
mayoritas pemuda Desa Songgom jaya dan Desa Parigi 
menikah adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu 
kosengnya yaitu dengan cara menikah, karena dengan 




mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung 
jawab terhadap keluarganya. 
     Menikah adalah sebagai jalan untuk meneruskan 
kehidupan mereka setelah tidak ada keinginan dan 
kesempatan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih 
tinggi, ini di maksud juga untuk memperingan beban 
orang tua yang di tanggungnya, dan juga di maksudkan 
untuk belajar bertanggung jawab yang direalisasikan 
dengan cara berkeluarga. Sehingga tidak meneruskan 
sekolah menjadi faktor penting yang memicu masyarakat 
Desa Songgom jaya dan Parigi menikah di usia muda. 
Kalau memang tidak mempunyai biaya untuk sekolah 
mau bagaimana lagi, ya jalan terbaik menikah saja”.53 
Itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka, 
ungkapan di atas merupakan ungkapan yang sangat 
realistis dalam kehidupan mereka, konsep menerima dan 
menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan 
yang terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh. 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat 
mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suati 
masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka 
semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu 
lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan 
pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.  
 
3. Peran dan Upaya KUA dalam Meminimalisir 
Pernikahan di Bawah Umur   di Kecamatan 
Cikande 
Dalam memnmalsr pernikahan di bawah umur 
peran KUA memang sebagai kontrol kemasyarakatan 
akan tetapi secara umum saja, jadi bukan hanya 
masyarakat yang datang ke KUA akan tetapi pihak KUA 
pun perlu mendatangi masyarakat demi kemaslahatan 




1. Mulai tahun 2016 Kantor Urusan Agama  
mengadakan organisasi kemasyarakatan dengan 
upaya menjalankan sosialisasi atau penyuluhan yang 
di lakukan sebulan sekali di hari jum’at sekitar jam 
01-00 sampai selesai. Yang berisi tentang bahwa 
adanya UU peraturan dalam perkawinan yaitu UU 
No 1 Tahun 1974 dalam segala aspek peraturan yang 
terkandung di dalamnya. 
2. Melihat tidak ada perubahan di kalangan masyarakat, 
di tahun 2017 Pihak KUA bekerjasama dengan 
mengait take ouner lain seperti bekerjasama dengan 
tim puskesmas kecamatan cikande mengenai 
keterkaitannya dengan kesehatan yaitu tentang 
keterkaitannya dengan tingkat stres. Segala 
permasalahan yang terkandung di dalamnya juga bisa 
menyebabkan kebentrokan suami istri dan perlahan-
lahan akan membuat keduanya atau salah satunya 
mengalami beban psikis atau mengalami stres pada 
jiwa dan raganya. Karena sudah di jelaskan pula 
bahwa pernikahan di bawah umur  juga sangatlah 
rentan perceraian, mmengingat umurnya yang masih 
muda terkadang egonya belum bisa terkontrol oleh 
diri sendiri. 
3. Dan di tahun 2018 Pihak KUA bekerjasama dengan 
PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kec. 
Cikande. Gunanya untuk memnmalsr pernkahan d 
bawah umur, memperlambat tngkat kelahran dan 
mengurang laju pertumbuhan penduduk karena 
memang usia yang masih dini ketika menikah belum 
sah secara administrasi dan tingkat kesehatan juga 
yang belum cukup mempuni. Karena pada dasarnya 
orang yang telah menikah pasti melakukan sesuatu, 
nah dari perbuatan itulah yang akan menimbulkan 





Jadi ketiga itulah data yang penulis dapat dari KUA 
mengenai bentuk peduli atau upaya KUA terhadap 
masyarakat di dalam menanggulangi pernikahan di bawah 
umur di kecamatan cikande yang masih saja di laksanakan 
oleh sebagian masyarakat.  
 
4. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam 
Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur 
Kendala yang di hadapi KUA dalam menanggulangi 
pernikahan di bawah umur sebetulnya banyak sekali 
terutama maraknya gaya pacaran yang sangat kebarat-
baratan, yang membuat masyarakat sulit untuk di ajak atau 
di arahkan ke arah yang benar juga baik akibatnya. 
Meski pihak pihak KUA sebagai lembaga akan tetapi 
pihak KUA tidak bisa memaksa masyarakat untuk tidak 
melakukan pernikahan di bawah umur, sebab KUA hanya 
sebagai kontrol kemasyarakatan untuk selebihnya antara 
sadar atau tidaknya, melaksanakan atau tidaknya, itu 
kembali lagi kepada yang besangkutan terlebih kepada 
orang tua nya, andai saja orang tua bisa di ajak kerjasama 
maka insyaAllah pernikahan di bawah umur bisa saja dapat 
di tanggulangi dengan mudah. 
Mengapa KUA ingin sekali orang tua bisa 
bekerjasama, agar para orang tua sadar bahwa pernikahan 
di bawah umur sangatlah tidak baik. Baik dari kesehatan 
maupun rentan terhadap perceraian. Pihak KUA bukan 
hanya ingin para orang tua tersadarkan bahkan KUA ingin 
orang tua sangat berperan dalam mengajak atau 
mengarahkan anaknya kejalan yang lebih baik. 
Selain maraknya gaya pacaran yang sangat kebarat-
baratan masyarakat juga adalah penikmat media sosial 
yang sangat berlebihan, membuat masyarakat atau para 
anak muda terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti 
hamil di luar nikah, sebab bermula dari mudahnya para 




terjerumus ke dalamnya, jika sudah terjadi kejadian seperti 
itu KUA pun tidak bisa mengendalikan. Oleh sebab itu 
orang tua di sini sangatlah berperan sekali terhadap anak, 
berperan sekali akan masa depan sang anak, maka dari itu 
orang tua harus tegas dalam mendidik anaknya agar tidak 
terjerumus ke hal yang negatif.55 
 
PENUTUP 
Kesimpulan yang di ambil dari tulisan ini yaitu sebagai 
berikut: 
A. Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah 
umur yaitu: 
KUA merupakan kontrol kemasyarakatan bagi warga 
masyarakat kecamatan cikande dengan begitu secara 
kelembagaan kepala KUA dan para stafnya mempasilitasi 
warga masyarakat, karena melihat masih terdapatnya 
warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di 
bawah umur oleh sebab-sebab tertentu. Seperti, ekonomi 
yang kurang memadai, sebab orang tua, agama, pergaulan 
bebas, dan kurangnya pendidikan orang tua. 
B. Adapun upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di 
bawah umur yaitu: 
1. Sosialisasi dengan melakukan konsultasi juga 
penyuluhan di kalangan warga masyarakat, yang 
dilaksanakan pada hari jum’at pukul 01.00 hingga 
selesa yang bertempat di aula kecamatan cikande. 
2. Bekerjasama dengan Tim Puskesmas kecamatan 
cikande karena keterkaitannya dengan tingkat 
kesehatan. 
3. Mengait take ouner bekerjasama dengan PLKB 
(Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dengan 
tujuan memperlambat tingkat kelahiran dan 
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